Jurnal Ekonomika, Volume 16 No. 3 Desember 2025, 447 - 460

Jurnal Ekonomika

Journal homepage: www.jurnal.borneo.ac.id/index.php/ekonomika

ISSN 2086-3233  E-ISSN 2685-2977

Transformasi Paradigma Fiskal Indonesia dalam Konteks
Pembangunan dan Kemandirian Nasional

Fitriani®*, Herry Yulistiyono®, Ariani*

@ Universitas PGRI Yogyakarta, profitriani@upy.ac.id

b Universitas Trunojoyo Madura, herry.yulistivono@trunojoyo.ac.id
“Universitas Borneo Tarakan, ariyanitinsee(@gmail.com

*Corresponding Author: profitriani@upy.ac.id

INFO ARTIKEL

Keywords:

Fiscal Policy;
Development Sovereignty;
Fiscal Sustainability;
Inclusive growth

Kata Kunci:

Kebijakan Fiskal;
Kedaulatan Pembangunan,
Keberlanjutan Fiskal,
Pertumbuhan Inklusif

ABSTRACT

This study examines the transformation of Indonesia’s fiscal policy
direction during the 2024-2026 period in the post COVID-19
transition phase. This shift reflects a paradigm change from a
counter-cyclical recovery policy toward fiscal governance oriented
toward national development and sovereignty. The research
employs a qualitative descriptive and comparative approach
through document analysis of Informasi APBN 2024-2025 and the
2026 Draft State Budget (RAPBN) issued by the Ministry of Finance
of the Republic of Indonesia. The findings reveal a structural
transformation in fiscal policy, marked by maintaining the deficit
below 3 percent of GDP, implementing tax reform and
digitalization, and reallocating public expenditure toward
productive sectors such as education, health, green energy, and
food security. Based on Musgrave’s (1959) theory, fiscal functions
evolved from stabilizing to allocative and distributive. The results
indicate growing maturity in adaptive fiscal governance. This study
contributes empirically to the literature on fiscal governance in
developing countries.

ABSTRAK

Penelitian ini menelaah transformasi arah kebijakan fiskal Indonesia
periode 2024-2026 dalam masa transisi pasca-pandemi COVID-19.
Pergeseran ini mencerminkan perubahan paradigma dari kebijakan
pemulihan counter-cyclicalmenuju  tata kelola fiskal yang
berorientasi pada pembangunan dan kedaulatan nasional. Metode
penelitian ~ menggunakan  pendekatan  kualitatif-deskriptif
komparatif melalui analisis dokumen Informasi APBN 2024-2025
dan RAPBN 2026 yang diterbitkan Kementerian Keuangan
Republik Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan transformasi
struktural kebijakan fiskal yang ditandai oleh disiplin defisit di
bawah 3 persen PDB, reformasi dan digitalisasi perpajakan, serta


mailto:herry.yulistiyono@trunojoyo.ac.id

448 Transformasi Paradigma Fiskal Indonesia dalam Konteks (Fitriani, Yulistiyono)

pergeseran belanja publik ke sektor produktif seperti pendidikan,
kesehatan, energi hijau, dan ketahanan pangan. Berdasarkan teori
Musgrave (1959), fungsi fiskal berevolusi dari stabilisatif ke
alokatif dan distributif. Temuan ini menegaskan kematangan tata
kelola fiskal adaptif yang menyeimbangkan stabilitas makro,
pembangunan berkelanjutan, dan kemandirian ekonomi. Penelitian
ini memberikan kontribusi empiris bagi penguatan literatur tentang
tata kelola fiskal di negara berkembang.

PENDAHULUAN

Lanskap ekonomi global pasca-pandemi COVID-19 masih diwarnai oleh
ketidakpastian akibat dinamika geopolitik, disrupsi rantai pasok, serta fragmentasi
perdagangan internasional yang menekan stabilitas makroekonomi global (Gayathri et
al., 2024; Yoganandham, 2024). International Monetary Fund (IMF) mencatat bahwa
pertumbuhan ekonomi global dalam dua tahun terakhir hanya berkisar 3,0-3,1 persen,
mencerminkan pemulihan yang belum merata dan meningkatnya tekanan struktural
terhadap sistem perdagangan multilateral (Luong et al., 2025). Dalam konteks ini,
kebijakan fiskal kembali menempati posisi sentral sebagai instrumen utama negara
untuk menjaga ketahanan ekonomi, melindungi kelompok rentan, serta mendorong
pertumbuhan jangka menengah melalui belanja publik yang produktif (Ekasari et al.,
2025; Touat, 2024).

Indonesia, sebagai salah satu ekonomi terbesar di Asia Tenggara dan anggota
(G20, menghadapi tantangan serupa untuk menyeimbangkan antara stabilitas fiskal dan
percepatan pembangunan ekonomi (Anugrah et al., 2024; Indrawati et al., 2024; Ulani
& Aprirachman, 2025). Selama periode krisis COVID-19, Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara (APBN) terbukti berfungsi efektif sebagai shock absorber dalam
menjaga daya beli masyarakat dan menopang pemulihan ekonomi nasional (Kacaribu
& Crystallin, 2025). Namun, memasuki fase pasca-pandemi, peran APBN mengalami
reposisi strategis dari instrumen stabilisasi jangka pendek menuju instrumen
pembangunan berkelanjutan yang lebih struktural (Indrawati et al., 2024; Judijanto &
Muthalib, 2025).

Reposisi tersebut ditandai dengan kembalinya disiplin fiskal melalui
pengendalian defisit anggaran di bawah 3 persen terhadap Produk Domestik Bruto
(PDB), sejalan dengan amanat Undang-Undang Keuangan Negara (Khairi, 2024).
Pada saat yang sama, arah kebijakan fiskal diarahkan untuk meningkatkan kualitas
belanja produktif di sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan energi terbarukan
guna memperkuat fondasi pertumbuhan jangka panjang dan pencapaian tujuan
pembangunan berkelanjutan (Gamal et al., 2024; Mahira & Karjoko, 2024;
Trisnantoro, 2022). Pendekatan ini mencerminkan strategi expansionary yet prudent
fiscal policy, di mana ekspansi fiskal tetap dilakukan secara terukur untuk mendukung
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transformasi ekonomi nasional.

Periode 2024-2026 menjadi fase transisi krusial dalam konsolidasi fiskal
Indonesia, yang menandai peralihan dari kebijakan penanganan krisis menuju
pembangunan jangka panjang yang berkelanjutan. Literatur ekonomi menyebut fase
pasca-krisis ini sebagai windows of restructuring, yaitu momentum bagi negara untuk
mengalihkan kebijakan fiskal dari stimulus siklikal menuju reformasi fiskal struktural
yang lebih permanen (An, 2022; O’Reilly et al., 2020). Studi komparatif di kawasan
Asia menunjukkan bahwa fase pasca-pandemi merupakan periode strategis bagi
negara berkembang untuk menata ulang prioritas fiskal menuju transformasi hijau,
digitalisasi, dan penguatan sistem perlindungan sosial sebagai fondasi pertumbuhan
inklusif (Abdullah et al., 2023; Go et al., 2024).

Dalam konteks Indonesia, fase transisi 2024-2026 memiliki bobot strategis
karena bertepatan dengan berakhirnya extraordinary fiscal measures era pandemi,
pemulihan disiplin defisit, serta penyelarasan APBN dengan Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045. Tema APBN 2024 hingga RAPBN
2026 mencerminkan evolusi orientasi kebijakan fiskal dari pemulihan menuju
transformasi struktural. APBN 2024 menekankan percepatan transformasi ekonomi
yang inklusif dan berkelanjutan, APBN 2025 mengarah pada akselerasi kualitas
pertumbuhan dan ekonomi hijau, sementara RAPBN 2026 menegaskan agenda
kedaulatan pangan, energi, dan ekonomi sebagai pilar kemandirian nasional (Kacaribu
& Crystallin, 2025).

Perubahan tematik tersebut mencerminkan pergeseran paradigma kebijakan
fiskal Indonesia dari pendekatan counter-cyclical menuju developmental and
sovereignty-oriented fiscal policy, di mana negara tidak lagi berperan semata sebagai
stabilisator makroekonomi, tetapi sebagai aktor utama transformasi struktural dan
penguatan kemandirian ekonomi nasional (Indrawati et al., 2024; Judijanto, 2025).
Pendekatan ini selaras dengan agenda Visi Indonesia Emas 2045 yang menempatkan
pembangunan manusia unggul, penguasaan sumber daya strategis, dan kedaulatan
ekonomi sebagai pilar pembangunan jangka panjang.

Meskipun sejumlah studi telah membahas peran APBN dalam pemulihan
ekonomi selama pandemi, kajian yang secara khusus menelaah pergeseran paradigma
kebijakan fiskal Indonesia pada periode pasca-pandemi, khususnya 2024-2026, masih
terbatas. Sebagian besar penelitian berfokus pada efektivitas stimulus fiskal atau
reformasi perpajakan, tanpa mengulas secara mendalam transformasi orientasi
kebijakan fiskal dalam kerangka pembangunan berdaulat dan berkelanjutan (Patra,
2025; Pulipaka et al., 2023). Celah literatur ini menunjukkan adanya research
gap dalam diskursus mengenai evolusi kebijakan fiskal Indonesia pasca-krisis global.

Berdasarkan konteks tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi
pola perubahan arah kebijakan fiskal Indonesia pada periode 2024-2026 melalui
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analisis deskriptif-komparatif terhadap dokumen resmi APBN dan RAPBN yang
diterbitkan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Analisis tidak hanya
berfokus pada aspek oke ini sudah menjadstruktural anggaran, tetapi juga menelaah
narasi tematik dan orientasi kebijakan fiskal yang mencerminkan pergeseran
paradigma dari counter-cyclical menuju developmental and sovereignty-oriented
fiscal policy.

KAJIAN PUSTAKA

Pandemi COVID-19 telah menjadi inflection point dalam tata kelola ekonomi
global dan nasional yang mendorong peruabhan mendasar dalam paradigma kebijakan
fiskal (Chohan, 2020). Di Indonesia, krisis pandemi mempercepat reposisi kebijakan
fiskal dari fungsi tradisionalnya sebagai counter-cyclical stabilizer menuju instrumen
transformasi struktural dan penguatan ketahanan nasional (Ramesh, 2025). Dalam
konteks pasca-pandemi, kebijakan fiskal tidak lagi semata ditujukan untuk meredam
gejolak ekonomi jangka pendek, tetapi diarahkan untuk membangun fondasi
pertumbuhan yang berkelanjutan melalui inclusive recovery, ketahanan sosial, dan
transisi menuju ekonomi hijau (UN ESCAP, 2025).

Literatur regional menunjukkan bahwa negara-negara ASEAN, termasuk
Indonesia, menghadapi tantangan untuk menyeimbangkan inklusivitas pertumbuhan
dengan disiplin fiskal di tengah agenda dekarbonisasi dan adaptasi perubahan iklim
(Weber et al.,, 2022). Oleh karena itu, sustainable fiscal management menjadi
prasyarat utama bagi stabilitas ekonomi jangka panjang di era pasca-pandemi. Dalam
kerangka ini, paradigma fiskal Indonesia bergeser menuju upaya pembentukan
kedaulatan fiskal (fiscal sovereignty) melalui diversifikasi sumber pendapatan,
peningkatan efisiensi belanja, serta penguatan kapasitas institusional fiskal.

Transformasi arah kebijakan fiskal Indonesia pada periode 2024-2026
mencerminkan pergeseran dari rezim penanganan krisis menuju developmental and
sovereignty-oriented fiscal policy. Konsolidasi fiskal tidak hanya diarahkan pada
pengendalian defisit, tetapi juga pada structural upgrading, investasi hijau, dan
peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai basis pembangunan jangka
panjang. Dalam perspektif politik-ekonomi, APBN berfungsi sebagai instrumen
strategis negara untuk memperkuat legitimasi pembangunan, kemandirian ekonomi,
dan daya tahan fiskal nasional (Hafel & Ibrahim, 2024; Judijanto & Muthalib, 2025).

Beberapa studi menempatkan Indonesia sebagai Asian developmental
power yang berupaya menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi dengan penguasaan
sumber daya strategis di tengah fragmentasi arsitektur ekonomi global (Dorigné-
Thomson, 2023a). Dalam konteks ini, developmental and sovereignty-oriented fiscal
policy merefleksikan kemampuan negara mempertahankan otonomi fiskal sekaligus
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membangun kontrak sosial fiskal yang lebih adil. Konsep fair fiscal
contract menekankan pentingnya keseimbangan antara redistribusi sosial dan efisiensi
ekonomi sebagai basis legitimasi fiskal pemerintah (Hujo & Fuentes-Nieva, 2024).

Kajian empiris menunjukkan bahwa periode 2024-2026 menjadi masa krusial
bagi konsolidasi dan inovasi fiskal Indonesia. Transformasi fiskal di Indonesia
merupakan respons adaptif terhadap tekanan global dan kebutuhan internal untuk
memperkuat inclusive growth (Crystallin, 2022). Negara-negara ASEAN mulai
mengembangkan adaptive fiscal strategies dengan mengintegrasikan fungsi stabilisasi
dan transformasi sosial dalam kebijakan fiskal pasca-pandemi (Weber et al., 2022).

Namun demikian, Sebagian besar penelitian terdahulu masih bersifat parsial.
Studi Indrawati et al., (2024) dan Judijanto, (2025) misalnya berfokus pada efektivitas
kebijakan fiskal selama pandemi, tetapi belum mengulas secara sistematis evolusi
peran APBN sebagai instrumen pembangunan berdaulat pada fase pasca-pandemi.
Studi lain, menyoroti pentingnya perluasan fiscal space melalui inovasi pembiayaan
dan penguatan kapasitas fiskal di negara berkembang (Grabel, 2024; Hujo & Fuentes-
Nieva, 2024) Namun, belum mengaitkannya secara konkret dengan implementasi
kebijakan fiscal Indonesia dalam kerangka Visi Indonesia Emas 2045.

Beberapa penelitian lainnya membahas reformasi perpajakan (Putri & Najicha,
2021; Supriadi, 2024) kebijakan perlindungan sosial (Ela, 2025; UN ESCAP, 2025)
serta penguatan fiskal daerah (Afkar et al., 2020) juga masih cenderung terfragmentasi
dan belum mengkaji perubahan naratif serta ideologis APBN dari pendekatan counter-
cyclical response menuju developmental and sovereignty-oriented fiscal policy. Selain
itu, pendekatan berbasis analisis dokumen APBN secara longitudinal yang menelaah
narasi tematik dan arsitektur kebijakan fiskal masih relatif jarang digunakan dalam
literatur fiskal nasional, meskipun telah menjadi praktik umum dalam analisis
kebijakan publik internasional (Idrus, 2024; Prayoga, 2022).

Berdasarkan kondisi tersebut, research gap yang diidentifikasi dalam
penelitian ini adalah absennya kajian yang memadukan pendekatan deskriptif-
komparatif berbasis dokumen fiskal (Informasi APBN dan RAPBN) dengan kerangka
teori fiskal pembangunan dan kedaulatan negara. Penelitian ini berupaya mengisi celah
tersebut dengan menelaah arah kebijakan fiskal Indonesia periode 2024-2026 sebagai
manifestasi transformasi paradigma fiskal menuju model pembangunan yang
berdaulat, adaptif, dan inklusif.

METODE PENELITIAN

Pendekatan dan Desain Penelitian
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif dengan desain
komparatif untuk mengidentifikasi dan menjelaskan pola perubahan arah kebijakan
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fiskal nasional Indonesia pada periode 2024-2026. Pendekatan ini dipilih karena
memungkinkan analisis mendalam terhadap dokumen kebijakan yang tidak hanya
mencerminkan struktur dan alokasi anggaran, tetapi juga memuat narasi kebijakan,
orientasi pembangunan, serta kerangka ideologis yang melandasinya.

Metode analisis yang digunakan adalah policy content analysis terhadap
dokumen resmi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Rencana
APBN (RAPBN) yang diterbitkan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
Analisis dilakukan melalui pembacaan sistematis terhadap bagian pendahuluan,
ringkasan eksekutif, dan kebijakan utama untuk mengidentifikasi tema strategis,
prioritas belanja, serta arah kebijakan fiskal setiap tahun.

Desain komparatif diterapkan secara longitudinal dengan membandingkan
dokumen APBN 2024, APBN 2025, dan RAPBN 2026 guna menilai konsistensi,
pergeseran fokus, dan perubahan orientasi kebijakan fiskal antar tahun. Analisis ini
diarahkan untuk mengidentifikasi transisi paradigma kebijakan fiskal dari
pendekatan counter-cyclical menuju developmental and sovereignty-oriented fiscal
policy, serta keterkaitannya dengan kerangka pembangunan jangka panjang nasional
(RPJPN 2025-2045).

Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang bersumber dari dokumen resmi
pemerintah, khususnya publikasi Kementerian Keuangan Republik Indonesia melalui
Direktorat Jenderal Anggaran. Dokumen utama yang dianalisis meliputi Informasi
APBN 2024, Informasi APBN 2025, Siaran Pers RAPBN 2026, serta Nota Keuangan
dan Pidato Menteri Keuangan. Seluruh data bersifat terbuka dan dapat diverifikasi
melalui situs resmi Kementerian Keuangan, sehingga memiliki tingkat kredibilitas
yang tinggi sebagai data kebijakan publik. Untuk memperjelas cakupan data yang
dikaji, berikut disajikan Tabel 1 sebagai rangkuman:

Tabel 1. Sumber dan Jenis Informasi yang dikaji dalam Dokumen APBN 2024-2026

Dokumen Jenis Informasi yang Diambil

Informasi Struktur pendapatan dan belanja; defisit; prioritas pembangunan nasional
APBN 2024 2024; tema dan narasi kebijakan fiskal tahun 2024

Informasi Perubahan komposisi belanja; arah kebijakan fiskal 2025; reformasi

APBN 2025 perpajakan; pembangunan SDM; transisi energi; investasi produktif

Siaran Tema kedaulatan ekonomi; strategi pembiayaan; kebijakan bioenergi dan
Pers RAPBN . D . .
2026 pangan; narasi kemandirian fiskal dan ketahanan strategis nasional
Nota
Keuangan Justifikasi kebijakan; argumentasi politik fiskal; penyampaian arah
& Pidato kebijakan jangka menengah; koneksi dengan Visi Indonesia Emas 2045
Menteri

Sumber: Penulis, 2025
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Unit analisis mencakup empat dimensi utama APBN, yaitu: (1) pendapatan
negara, (2) belanja negara, (3) defisit dan pembiayaan anggaran, serta (4) prioritas dan
fokus tematik kebijakan fiskal. Keempat dimensi tersebut dianalisis untuk
mengungkap rasionalitas fiskal, logika kebijakan, dan konsistensinya dengan agenda
pembangunan nasional jangka panjang, khususnya Visi Indonesia Emas 2045 (Putra
& Satria, 2025; UN ESCAP, 2025).

Prosedur Analisis Data

Analisis data dilakukan melalui tiga tahapan utama, yaitu: (1) reduksi data
berupa ekstraksi informasi kuantitatif dan kualitatif dari dokumen APBN; (2)
kategorisasi tematik berdasarkan fungsi fiskal alokatif, distributif, dan stabilisatif dan
(3) analisis komparatif longitudinal untuk mengidentifikasi pola evolusi kebijakan dan
transformasi paradigma fiskal nasional. Kerangka analisis mengacu pada konsep fair
fiscal contract Hujo & Fuentes-Nieva, (2024) mengenai fair fiscal contracts dan
tentang expanding fiscal space dalam konteks ekonomi berkembang (Grabel, 2024)

Validitas dan Teknik Analisis

Keabsahan analisis dijaga melalui triangulasi sumber dan konsep dengan
membandingkan isi antar-dokumen APBN, Nota Keuangan, dan pernyataan resmi
pemerintah, serta mengaitkan temuan empiris dengan teori kebijakan fiskal
berkelanjutan, inklusif, dan berorientasi kedaulatan. Analisis bersifat deskriptif-
interpretatif, menekankan pada pemaknaan naratif dan ideologis kebijakan fiskal,
sementara data kuantitatif digunakan untuk mendukung pembacaan tren struktural dan
konsistensi kebijakan antar tahun.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Analisis terhadap dokumen Informasi APBN 2024-2025 dan RAPBN 2026
menunjukkan adanya pola evolusi yang konsisten dalam arah kebijakan fiskal
nasional. Pemerintah secara bertahap menggeser orientasi kebijakan dari fungsi
counter-cyclical yang dominan selama krisis COVID-19 menuju peran yang lebih
developmental dan strategis (Ramesh, 2025). Pergeseran ini tercermin jelas dalam
tema APBN yang berkembang secara bertahap: APBN 2024 berfokus pada konsolidasi
dan stabilisasi pasca-krisis, APBN 2025 menekankan akselerasi pertumbuhan inklusif
dan berkelanjutan, sementara RAPBN 2026 menandai konsolidasi kebijakan menuju
kedaulatan pangan, energi, dan ekonomi nasional (Dorigné-Thomson, 2023; Yang &
Weiguang, 2025).

Konsistensi tematik tersebut mencerminkan transformasi tata kelola fiskal dari
negara yang reaktif terhadap krisis menuju negara yang proaktif dalam membangun
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kapasitas produktif dan ketahanan ekonomi jangka panjang. APBN 2024 menjadi titik
balik dari rezim kebijakan fiskal darurat menuju kerangka pembangunan berimbang,
ditandai dengan pemulihan disiplin fiskal dan pengendalian defisit di bawah 3 persen
PDB. Pendekatan ini menciptakan fiscal credibilitybaru, di mana prinsip kehati-hatian
fiskal berjalan seiring dengan belanja pembangunan yang produktif, sejalan dengan
konsep developmental fiscal state (Grabel, 2024; Hujo & Fuentes-Nieva, 2024).

Dari sisi pendapatan negara, tren peningkatan penerimaan selama periode 2024—
2026 mencerminkan keberhasilan reformasi mobilisasi pendapatan pasca
implementasi Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Peningkatan
penerimaan pajak dan stabilitas PNBP menunjukkan upaya pemerintah memperluas
basis fiskal tanpa mengorbankan iklim investasi, sejalan dengan strategi broadening
tax base dan prinsip inclusive fiscal policy (Mpofu, 2023). Reorientasi PNBP juga
mencerminkan pergeseran dari ketergantungan komoditas primer menuju pengelolaan
sumber daya berbasis nilai tambah melalui kebijakan hilirisasi dan transisi energi, yang
mendukung agenda pembangunan berkelanjutan dan kemandirian ekonomi nasional.

Dari sisi belanja negara, PBN 2024-2026 menunjukkan pola reallocation for
productivity, yakni pergeseran dari belanja konsumtif menuju belanja strategis yang
berorientasi pada produktivitas jangka panjang. Peningkatan alokasi pada sektor
pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, ketahanan pangan, dan energi
memperkuat transformasi APBN menjadi social investment budget. Kebijakan ini
mencerminkan penerapan productive fiscal stimulus, di mana belanja publik diarahkan
untuk membangun kapasitas manusia, mengurangi ketimpangan sosial, dan
memperluas basis pertumbuhan ekonomi nasional (Darmawan et al., 2024). Kebijakan
pendidikan diarahkan untuk meningkatkan /earning outcomes, kesiapan digital, dan
literasi finansial sebagai bagian dari strategi human capital competitiveness
menghadapi transformasi teknologi global (Yang & Weiguang, 2025). Sementara itu,
peningkatan belanja kesehatan mencerminkan komitmen terhadap health system
resilience, dengan fokus pada transformasi layanan primer, penguatan sistem
pembiayaan JKN, dan percepatan penurunan stunting hingga target 14 persen pada
2024, sejalan dengan agenda Indonesia Health Transformation Blueprint 2024-2026
Kementerian Kesehatan (Kemenkes, 2024; UN ESCAP, 2025). Dengan demikian,
belanja sosial dalam APBN berfungsi ganda: sebagai instrumen fiskal stabilisasi
jangka pendek dan strategi pembangunan manusia jangka panjang, yang
memperkokoh fondasi ekonomi berkelanjutan dan berdaya saing global.

Kebijakan perlindungan sosial Indonesia menunjukkan evolusi signifikan dari
sekadar program kompensasi menuju model berbasis pemberdayaan (empowerment-
based social protection). Anggaran perlindungan sosial yang mencapai Rp508,2 triliun
dalam RAPBN 2026 tidak hanya memperluas jangkauan bantuan tunai dan subsidi,
tetapi juga mengintegrasikan dimensi pemberdayaan ekonomi, seperti akses
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permodalan produktif, pelatihan kewirausahaan, dan integrasi dengan ekosistem
UMKM digital. Pendekatan ini mencerminkan implementasi teori inclusive growth, di
mana perlindungan sosial diposisikan sebagai katalis pembangunan ekonomi
partisipatif, bukan sekadar instrumen redistribusi pendapatan (Hujo & Fuentes-Nieva,
2024; Weber, 2025).

Secara konseptual, fungsi distributif fiskal di sini bergeser dari redistributive ke
productive distributive function karena belanja sosial diarahkan untuk meningkatkan
kapasitas dan resiliensi ekonomi kelompok miskin dan rentan. Reformulasi ini selaras
dengan temuan UN ESCAP (2025) yang menilai kebijakan sosial berbasis
pemberdayaan sebagai ciri utama transformative fiscal policy di kawasan Asia-Pasifik.
Lebih lanjut, integrasi program sosial seperti Kartu Prakerja, Program Keluarga
Harapan (PKH), dan Mekaar menjadi bukti sinergi lintas sektor dalam mewujudkan
social protection as investment (Wahyudi et al., 2024). Dengan demikian, APBN tidak
hanya berfungsi sebagai alat fiskal stabilisasi, tetapi juga mekanisme pembangunan
kapasitas manusia yang inklusif dan berkelanjutan.

Dari perspektif pembiayaan dan defisit anggaran, pemerintah menerapkan
prinsip sustainable fiscal expansion, dengan menjaga defisit anggaran secara konsisten
di bawah 3 persen PDB dan mengoptimalkan skema pembiayaan inovatif, seperti
KPBU, pemanfaatan SAL, serta peran BLU dan special mission vehicle. Strategi ini
memperluas ruang fiskal tanpa meningkatkan risiko utang, serta memperkuat
kemandirian ~ pembiayaan  pembangunan, sejalan  dengan  konsep fiscal
sovereignty dan endogenous fiscal autonomy (Grabel, 2024; Ramesh 2025)

Analisis tematik menunjukkan adanya pergeseran narasi kebijakan fiskal
dari stabilization discourse menuju sovereignty discourse. Tema APBN 2024
menekankan stabilitas dan perlindungan sosial, APBN 2025 mengarah pada reformasi
dan akselerasi pertumbuhan, sementara RAPBN 2026 menegaskan kebijakan fiskal
sebagai instrumen politik-ekonomi untuk memperkuat kemandirian nasional.
Pergeseran ini menandai lahirnya praktik fiscal statecraft di Indonesia, di mana APBN
berfungsi tidak hanya sebagai instrumen teknokratis, tetapi sebagai alat strategis
pembangunan dan kedaulatan ekonomi (Putra & Satria, 2025)

Hasil analisis ini menggambarkan pergeseran dominasi fungsi fiskal yang
dinamis sepanjang periode 2024-2026. Tahun 2024 didominasi oleh fungsi stabilisatif,
di mana kebijakan fiskal diarahkan untuk menahan tekanan inflasi dan menjaga daya
beli masyarakat melalui instrumen kompensasi dan pengendalian harga. Tahun 2025
menonjolkan fungsi alokatif, dengan fokus pada efisiensi dan produktivitas belanja
publik di sektor strategis seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur digital.
Sementara itu, RAPBN 2026 menandai penguatan fungsi distributif melalui ekspansi
program perlindungan sosial dan kebijakan pembangunan berdaulat berbasis
kemandirian energi-pangan. Pergeseran bertahap ini menunjukkan kematangan siklus
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kebijakan fiskal Indonesia, yang adaptif terhadap tantangan jangka pendek namun
tetap berorientasi pada transformasi struktural jangka panjang. Pola ini sejalan dengan
kerangka teori new developmentalism yang menekankan peran aktif negara sebagai
arsitek pembangunan, bukan sekadar regulator pasif. Seperti dijelaskan oleh Grabel
(2024) dan Ramesh (2025), model fiskal seperti ini memperkuat kedaulatan ekonomi
melalui kebijakan yang menjaga stabilitas makro sekaligus menumbuhkan kapasitas
produktif domestik (structural competitiveness). Dengan demikian, fungsi-fungsi
fiskal Musgrave kini saling terintegrasi secara progresif, menandai pergeseran
Indonesia menuju fase adaptive fiscal governance.

Secara keseluruhan, hasil analisis menunjukkan bahwa kebijakan fiskal
Indonesia periode 2024-2026 mengalami transformasi struktural dan ideologis yang
signifikan. APBN berevolusi dari instrumen respons krisis menjadi kerangka
pembangunan berdaulat yang mengintegrasikan disiplin fiskal, keberlanjutan sosial,
dan nasionalisme ekonomi. Pergeseran ini mencerminkan kematangan tata kelola
fiskal Indonesia (fiscal governance maturity), di mana negara mampu
menyeimbangkan stabilitas makroekonomi, keadilan sosial, dan kemandirian ekonomi
di tengah tekanan global dan transisi politik domestik (Hujo & Fuentes-Nieva 2024;
UN ESCAP, 2025)

Secara keseluruhan, hasil analisis temuan dan analisis longitudinal terhadap
dokumen APBN 2024, 2025, dan RAPBN 2026, dapat disimpulkan bahwa arah
kebijakan fiskal Indonesia mengalami transformasi struktural dan ideologis yang
signifikan, bergerak dari respons jangka pendek terhadap krisis menuju model
pembangunan berdaulat yang menyeluruh. APBN tidak lagi sekadar berfungsi sebagai
alat stabilisasi, tetapi telah berevolusi menjadi instrumen pembangunan multidimensi
yang mengintegrasikan efisiensi fiskal, keberlanjutan sosial, dan nasionalisme
ekonomi.

Temuan ini secara langsung menjawab tujuan penelitian, yaitu mengidentifikasi
pola perubahan arah kebijakan fiskal Indonesia dari pendekatan counter-
cyclical menuju developmental and sovereignty-oriented fiscal governance. Model ini
menempatkan kebijakan fiskal sebagai instrumen strategis pembangunan nasional dan
dapat menjadi rujukan bagi negara berkembang lain yang menghadapi tantangan
serupa dalam era pasca-globalisasi.

SIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa kebijakan fiskal Indonesia periode 2024—
2026 mengalami transformasi struktural dan paradigmatic signifikan, beralih
dari counter-cyclical recovery policy menuju kerangka developmental and
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sovereignty-oriented fiscal policy. Pergeseran ini tercermin dalam Kkonsistensi
pengendalian deficit anggaran di bawah 3 persen terhadap Produk Domestik Bruto,
penguatan reformasi dan digitalisasi perpajakan, serta reorientasi belanja negara
menuju sektor-sektor strategis yang mendukung pembangunan manusia, transisi
enegrgi, dan ketahanan pangan.

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan. Analisis berfokus pada dokumen
fiskal makro dan belum mencakup implementasi kebijakan di tingkat sektoral maupun
daerah. Selain itu, pendekatan kualitatif berbasis dokumen tidak memungkinkan
pengukuran dampak kuantitatif kebijakan fiskal terhadap indikator pembangunan
seperti kemiskinan, ketimpangan, atau pertumbuhan hijau. Periode observasi yang
terbatas pada tiga tahun fiskal juga membatasi kemampuan penelitian untuk
menangkap dinamika jangka menengah dalam konteks transisi pemerintahan dan
perubahan lingkungan global.

Berdasarkan keterbatasan tersebut, penelitian selanjutnya disarankan untuk
mengombinasikan ~ pendekatan  kualitatif =~ dengan  metode  kuantitatif,
seperti computable general equilibrium (CGE) atau fiscal impact modeling, guna
mengukur dampak spesifik kebijakan fiskal terhadap indikator ekonomi dan sosial.
Selain itu, penguatan agenda reformasi fiskal yang adaptif meliputi peningkatan
kepatuhan pajak, pengembangan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berkelanjutan,
serta integrasi result-based budgeting dengan agenda pembangunan hijau dan inklusif
perlu terus dilanjutkan agar kebijakan fiskal Indonesia semakin berperan sebagai pilar
utama pembangunan yang berdaulat, berkelanjutan, dan responsif terhadap dinamika
global.
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